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BAB VI 

PENUTUP 

6.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam 

Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores 

Timur. Penulis menyimpulkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan 

Pembangunan Desa di Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur tidak 

laksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik. Persoalan yang 

ditemukan dalam penelitian ini dilihat dari aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban. Adapun rincian kesimpulannya sebagai berikut : 

6.1.1  Aspek Akuntabilitas Tahap Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa, untuk pembuatan perdes telah 

dilaksanakan dengan prosedur seperti yang sudah dijelaskan oleh pemerintah desa di atas. 

Penyampaian rancangan perdes kepada bupati sudah melalui tahap-tahap dibawanya mulai dari 

pembahasan bersama BPD dan verifikasi kepala desa. 

6.1.2  Aspek Akuntabilitas Tahap Pelaksanaan 

Dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa, peroses pertanggungjawaban melalui 

laporan-laporan sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan prosedur yang ada. 

Masalah yang muncul pada kondisi diatas adalah minimnya keterbukan terhadap masyarakat dan 

minimnya partisipasi dari masyarakat dalam peroses pelaksanaan APBDes.  

6.1.3  Aspek Akuntabilitas Tahap Pelaporan 

Dalam tahap pelaporan pengelolaan dana desa, pemerintah Desa Hurung telah membuat 

laporan pertanggungjawaban sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi masih banyak masyarakat 

yang tidak mengetahui laporan tersebut. Hal ini menandakan kurangnya komunikasi lintas bawah 

bersama masyarakat atau pemerintah desa tidak banyak melibatkan masyarakat dalam 

musyawarah-musyawarah desa terkait pembangunan desa. 
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6.1.4  Aspek Akuntabilitas Tahap Pertanggungjawaban 

Dalam tahap pelaporan pengelolaan dana desa,  kepala desa telah 

mempertanggungjawbkan hasil penyelenggaran di desa. Tetapi dalam pelaporan waktu dan 

partisipasi masyarakat menjadi catatan. Hal ini terlihat dari pertanggungjawaban kepala desa yang 

terkesan hanya bertanggungjawab kepada atasan. Keterlibatan masyarakat dan tanggapan 

masyarakat tidak begitu dihiraukan. 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas maka penelitian ini akan memberikan 

saran kepada beberapa pihak, antara lain:  

Bagi Pemerintah Desa 

 Perlu ada pertanggungjawaban yang transparan/terbuka kepada masyarakat dalam hal 

pelaporan terkait anggaran pembangunan desa. 

 Harus melibatkan banyak masyarakat dalam pertemuan-pertemuan terkait pembangunan 

di desa dan juga perlu menyiapkan kelengkapan berkas pertanggungjawaban kepada 

masyarakat secara disiplin. 

  


